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ABSTRAK

Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, jalan adalah
prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan
penghubung, bangunan pelengkap dan pelengkapnya diperuntukan bagi lalu lintas,
yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan,
dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan ren, jalan lori, dan jalan kabel.
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Peran
Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Memperbaiki Jalan Rusak di Kecamatan
Payung Sekaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan?
Apa saja hambatan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Memperbaiki Jalan
Rusak di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38
Tahun 2004 tentang Jalan? Bagaimanakah Upaya Pemerintah Daerah Kota
Pekanbaru  dalam mengatasi Jalan Rusak di Kecamatan Payung Sekaki
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan? Penelitian ini
bertujuan untuk ntuk mengetahui pelaksanaan Peran Pemerintah Daerah Kota
Pekanbaru dalam Memperbaiki Jalan Rusak di Kecamatan Payung Sekaki
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Untuk
menjelaskan apa saja hambatan dalam Pelaksanaan Pemerintah Daerah Kota
Pekanbaru dalam Memperbaiki Jalan Rusak di Kecamatan Payung Sekaki
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Untuk
mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam mengatasi Jalan
Rusak di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38
Tahun 2004 tentang Jalan Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah
data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada
penelitian ini adalah menggunakan metode Kajian kepustakaan atau studi ,yaitu
mengkaji berbagai literatur atau referensi yang berkaitan dengan permasalahan
penelitian. Hasil pada penelitian ini ialah dalam pelaksanaannya belum dapat
terlaksana dengan baik dan efektif mengenai jalan yang ingin di perbaiki. Terkait
hambatannya yaitu anggaran yang tidak memadai sehingga biaya yang diperlukan
untuk perbaikan jalan, lalu kurang dalam melakukan peninjauan kembali terhadap
pemeliharaan jalan. Solusi dari kerusakan jalan yaitu diperlukannya sinegritas
antara Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dengan masyarakat, pemerintah dalam
hal ini melalui Dinas PUPR Kota Pekanbaru berkoordinasi dengan Walikota
Pekanbaru agar jalan rusak tersebut dapat diperbaiki dengan menambah jumlah
anggaran yang ada.

Kata Kunci: Peraturan Pemerintah, Jalan, Infrastruktur Jalan

XV



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jalan Merupakan prasarana infrastruktur dasar yang dibutuhkan oleh
masyarakat untuk dapat melakukan pergerakan dari suatu lokasi ke lokasi
lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pengguna akses jalan yang semakin
meningkat dan menimbulkan masalah-masalah yang kompleks lalu kerugian
yang tidak sedikit terutama bagi pengguna jalan dalam melakukan aktivitas, oleh
karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 2004
tentang Jalan.?

Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, jalan
adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk
bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan pelengkapnya diperuntukan
bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah,
dibawah permukaan, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan ren,
jalan lori, dan jalan kabel. ? Pada pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 38
tahun 2004 tentang Jalan menyatakan bahwa penguasaan oleh negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah

dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penyenggaraan jalan, dimana

! Muhammad Al Kaushar, Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang
Jalan, Kota Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023, hlm. 1.

2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.



kewenangan yang sudah ditetapkan maka dengan memperhatikan dalam
keberlangsungan pelayanan jalan dalam sistem jaringan jalan.

Menurut Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 16 ayat
(2) menyatakan bahwa wewenang Pemerintah Kota dalam Penyelenggaraan
Jalan meliputi penyelenggaraan Jalan Kota pada ayat (4) menyatakan bahwa
dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan sebagian
wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah
kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah
provinsi.® Pada pasal 21 tentang pengaturan jalan kota sebagaimana dimaksud
dalam pasal 17 meliputi:

a. Perumusan kebijakan penyenggaraan jalan kota berdasarkan kebijakan
nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian
anatardaerah dan antarkawasan;

b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaran jalan kota;

c. Penetapan status jalan kota;dan

d. Penyusunan perencanaan jaringan jalan kota

Didalam pasal 27 menyatakan pembinaan jalan kota sebagaimana dimaksud
dalam pasal 23 meliputi:
a. Pemberian bimbingan, penyuluhan, serta Pendidikan dan pelatihan

para aparatur penyelenggara jalan kota;

% Ibid.



b. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan Pertimbangan
pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang
pengawasan jalan; dan

c. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kota*

Melalui peran penting jalan dalam membentuk struktur wilayah,
penyelenggaraan pada hakikatnya dimaksudkan untuk mewujudkan
perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil pembangunan
(road infrastructures for all). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan
pemerintahan negara mempunyai kewenangan menyelenggarakan jalan.
Penyelenggara jalan sebagai salah satu bagian penyeleggaraan prasarana
transportasi, melibatkan unsur masyarakat dan pemerintah, agar diperoleh suatu
hasil penanganan jalan yang memberikan pelayanan yang optimal lalu
diperlukan penyenggaraan jalan secara terpadu dan bersinergi antarsektor,
antardaerah dan juga antarpemerintah serta masyarakat termasuk dunia usaha.®

Mengingat kondisi jalan yang sangat rusak dan dapat menyebabkan
terjadinya keterlambatan dalam melakukan aktivitas, waktu tempuh perjalanan
yang lama, kemacetan aktivitas dan masyarakat juga mengeluh jikalau hujan lalu
jalan tersebut terjadi banjir maka jalan akan tertutup oleh air hujan dan
menyebabkan terjadinya kecelakaan.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan jalan sebagaimana yang sudah

diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan, Namun kenyataannya

4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
S Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, hlm. 49.



dilapangan menunjukkan bahwa pada jaringan jalan khususnya diperkotaan
terjadi ketidakseimbangan antara tingkat pertumbuhan jalan disatu sisi namun
disisi lain adanya tingkat pertumbuhan kendaraan yang dimana Jalan
Kecamatan Payung Sekaki termasuk jalan yang perlu diperhatikan oleh pihak
pemerintah yang sudah ditugaskan dan melakukan survei agar mengetahui
jenis kerusakan, tingkat kerusakan, jumlah kerusakan dan penyebabnya.

Menurut Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan , pasal 8 ayat
(1) menyatakan bahwa Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke
dalam Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan. Di pasal
9 ayat (1) Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan
nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Kecamatan
Payung Sekaki adalah jalan yang menghubungkan Jalan Soekarno-Hatta yaitu
jalan provinsi namun ada beberapa kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Kecamatan Payung Sekaki merupakan sebuah kecamatan yang berada di
Kota Pekanbaru dan memiliki enam (6) kelurahan, berikut ini adalah data titik
kerusakan jalan dan ini merupakan wewenang Pemerintah Daerah Kota
Pekanbaru yaitu:

a. Kelurahan Labuhbaru Timur, yang kerusakannya berada di jalan Meranti

wilayah RW.06/RW.08
b. Kelurahan Labubaru Barat, yang dimana titik kerusakannya berada di
jalan Dharma Bakti wilayah RT 001 dan RW 005
c. Kelurahan Tampan, yang titik kerusakannya berada di Jalan Rambutan

wilayah RT 003 dan RW 003



d. Kelurahan Bandarraya, yang titik kerusakannya berada di jalan Sidodadi
wilayah RT 002/003 dan RW nya 001

e. Kelurahan Tirta Siak Jalan Pemudi Ujung Gang Pemudi wilayah RT.002

dan RW.004

f.  Kelurahan Air Hitam Jalan Karya Indah wilayah RT.005 dan RW.003

Kecamatan Payung Sekaki juga sangat membutuhkan perhatian dalam
infrastruktur jalan yang dimana terdapat banyak sekali jalan yang rusak lalu
menimbulkan kemacetan lalu lintas, adanya korban kecelakaan dan pengusaha
yang menjadi salah satu terkena dampak dari jalan rusak tersebut.

Para pengusaha yang berada di wilayah Kecamatan Payung Sekaki juga
merasakan dampak jalan rusak tersebut yang dimana dalam meningkatnya
biaya logistik yaitu jalan rusak dapat memperlambat waktu tempuh dan
meningkatkan bahan bakar kendaraan, jalan rusak dapat menyebabkan
kerusakan pada kendaraan seperti ban, suspensi, mesin. Hal ini dapat
meningkatkan biaya perawatan kendaraan bagi pengusaha, namun ada juga
risiko jalan rusak yaitu terjadinya kecelakaan yang dapat menyebabkan
kerugian finansial bagi pengusaha seperti biaya perawatan medis dan
kerusakan properti

Adapun masyarakat setempat mengatakan pada tahun 2022 yang dimana

jalan tersebut sudah banyak memakan korban pengguna jalan seperti ada yang
terjatuh karena saling menghindari lubang. Masyarakat juga menyampaikan
apakah harus ada korban dahulu baru jalan tersebut diperbaiki oleh Pemerintah

dan ketika musim hujan jalan yang berlubang tidak tampak lagi karena sudah



tertutup oleh genangan air. Adapun harapan masyarakat selaku warga setempat
terkait jalan tersebut segera melakukan perbaikan, agar memperlancar
transportasi masyarakat yang ingin melewati jalan di Kecamatan Payung Sekaki
kemudian juga mencegah terjadinya kecelakaan.®

Namun ditahun 2023 masih terdapat di jalan Dharma Bakti, Kecamatan
Payung Sekaki yang mana jalan tersebut masih sebagian badan jalan saja yang
diperbaiki, sedangkan sebagian jalan lainnya masih dalam kondisi rusak dan
berlubang. Jalan ini yang menghubungkan jalan Soekarno Hatta semakin
memperhatikan yang dimana lubang tersebut jadi bertambah luas, dan warga
sekitar sangat kesulitan dengan kondisi jalan rusak tersebut karena akan
menimbulkan kemacetan serta membahayakan pengendara terlebih pada saat
memasuki musim hujan. Maka dari itu besar harapan masyarakat agar jalan
tersebut segera diperbaiki dan pengendara tidak akan lagi kendala dalam

melakukan aktivitas.’

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah Pelaksanaan Peran Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru
dalam Memperbaiki Jalan Rusak di Kecamatan Payung Sekaki

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan?

® Badan Pusat Statistik, (Kota Pekanbaru: Kecamatan Payung Sekaki, 2022), hlm. 56
" Badan Pusat Statistik, (Kota Pekanbaru: Kecamatan Payung Sekaki, 2023), hlm. 44



2. Apa saja hambatan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam
Memperbaiki Jalan Rusak di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan?

3. Bagaimanakah Upaya Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam
mengatasi Jalan Rusak di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penulis dalam melakukan penilitian ini untuk:
a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peran Pemerintah Daerah Kota
Pekanbaru dalam Memperbaiki Jalan Rusak di Kecamatan Payung Sekaki
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
b. Untuk menjelaskan apa saja hambatan dalam Pelaksanaan Pemerintah
Daerah Kota Pekanbaru dalam Memperbaiki Jalan Rusak di Kecamatan
Payung Sekaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
tentang Jalan
c. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam
mengatasi Jalan Rusak di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini untuk:



a. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk memperdalam pengetahuan terkait
Peran Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Memperbaiki Jalan Rusak
dengan harapan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Pemerintah
Daerah Kota Pekanbaru agar lebih memperhatikan apa yang sudah menjadi
tugasnya dan bertanggung jawab didalam hal kerusakan jalan tersebut.

b. Perspektif akademis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti
berikutnya dalam mengetahui Peran Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru
dalam Memperbaiki Jalan Rusak yang menimbulkan dampak bagi
pengendara.

c. Perspektif praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu masukan bagi
kinerja Pemerintahan khususnya Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam

hal kerusakan jalan yang berdampak kepada masyarakat.

D. Kerangka Teori
1. Teori Penegakan Hukum
Penegakan hukum merupakan proses dilakukan upaya untuk tegakmya atau
berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam
lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat
dan bernegara.? Tujuan dari pada penegakan yakni intuk mengatur masyarakat
agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan

yang dilindungi, sehingga setiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak

8 Respekalongan, 2011, Penegakan Hukum Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, E-
Law (online), https://lantasrestapkl.wordpress.com, diakses pada tanggal 1 Juni 2024.


https://lantasrestapkl.wordpress.com/

mungkin apa yang menjadi haknya. Adapun Penegakan hukum menurut Barda
Nawawi Arief, adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penyenggara
/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai hak
dan kewajiban warga masyarakat, harkat dan martabat manusia serta
pertanggungjawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan merata,
dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang meruapakan perwujudan
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.° Penegakan hukum dapat
menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum pada era
modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi
kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian
antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktial didalam
masyarakat beradap.

Menurut Satjipto Raharjo bahwa, Penegakan Hukum adalah suatu proses
untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.*® Yang
dimaksud dengan keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-
pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-
peraturan hukum itu. Sedangkan Menurut Biezveld, penegakan hukum
merupakan suatu pelaksanaan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan
suatu aturan tertentu yang di pengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya faktor

internal dan faktor eksternal.!

®B. N. Arief dalam S. Siswanto, 2018, Penegakan Hukum Pidana, (Grafika Pustaka, jakarta
:2003) hlm 35.

10 Annisa Chandra N.A, Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peningkatan Pelanggaran Lalu
Lintas Di Kota Magelang, (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019), hlm. 13.

11 Biezveld dalam Sundari Siti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan, (Airlangga
University press. Surabaya: 2005) hlm. 45.



Soerjono Soekanto mengemukakan ada lima faktor yang mempengaruhi
penegakan hukum, yaitu:

a) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini dibatasi pada
undang-undang saja.

b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum.

c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku
atau diterapkan.

e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.*?

Oleh karena itu penyelenggara memiliki kewajiban untuk melakukan
perbaikan sebagaimana yang sudah menjadi kewenangannya terhadap jalan
yang rusak dan dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Adapun beberapa
aspek Penegakan Hukum terkait dengan jalan yaitu:

1) Keselamatan pengguna jalan yakni hukum itu dapat diterapkan untuk

memastikan jalan dalam kondisi aman bagi pengguna jalan.

2) Pemeliharaan Infrastruktur yang dimana penegakan hukum terhadap

pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan jalan yang rusak, dan
melakukan perbaikan jalan agar pengendara dapat melakukan aktivitas

dengan baik tanpa adanya kendala bagi pengendara.

12 Soerjono. Soekanto, Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, (Raja Grafindo,
Jakarta: 2004) hlm 42.
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Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya,
yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna
yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula
nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun
nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi, dalam arti
sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang
formal dan tertulis saja.

Oleh karena itu, penerjemahan perkataan “law enforcement' ke dalam
Bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan ,,penegakan hukum®“dalam
arti luas dan dapat pula digunakan istilah ,,penegakan peraturan™ dalam arti
sempit. Dengan uraian di atas, jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan
penegakanhukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk
menjadikan hukum, baikdalam arti formil yang sempit maupun dalam arti
material yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum,
baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegak
hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan olehundangundang untuk
menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah
yang mantap serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir
untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan

hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan
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penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret. Manusia di dalam
pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandanganpandangan tertentu
mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan pandangan tersebut
senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada
pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai
kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi,pasangan nilai kelestarian
dengan nilai inovatisme,dan lain sebagainya.'?

Dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan.
Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut memerlukan penjabaran
secara lebih konkret lagi oleh karena nilainilai lazimnya bersifat abstrak.
Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam
hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan, atau
kebolehan. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan
bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.
Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara,
dan mempertahankan kedamaian.#

Oleh karena itu penegakan hukum terhadap jalan atau infrastruktur jalan
umumnya melibatkan beberapa aspek, terutama terkait dengan regulasi lalu
lintas, keamanan, dan pemeliharaan. Beberapa kaitan penegakan hukum

terhadap jalan termasuk:

13 Andrew Shandy Utama, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di
Indonesia, Jurnal Ensiklopedia Social Review, Volume 1,Nomor 3,0ktober 2019, him. 306-307.
14 satjipto Rahardjo, Membedah hukum progresif (Jakarta:Kompas,2006) him.175-183.
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a. Regulasi Lalu Lintas: Penegakan hukum terhadap jalan sering kali berkaitan
dengan aturan dan regulasi lalu lintas, seperti batas kecepatan, rambu lalu
lintas, lampu lalu lintas, dan lainnya. Pihak berwenang, seperti polisi lalu
lintas, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengemudi dan pejalan
kaki mematuhi aturan-aturan ini.

b. Keamanan Jalan: Penegakan hukum juga berperan penting dalam menjaga
keamanan jalan. Ini meliputi penegakan terhadap pelanggaran seperti
mengemudi dalam keadaan mabuk, menggunakan ponsel saat mengemudi,
melanggar aturan penggunaan sabuk pengaman, dan pelanggaran lain yang
dapat membahayakan pengguna jalan lainnya.

c. Pemeliharaan Infrastruktur: Penegakan hukum dapat melibatkan juga
pemeliharaan infrastruktur jalan. Ini mencakup penegakan terhadap
pelanggaran konstruksi jalan yang tidak memenuhi standar keselamatan,
pelanggaran terhadap aturan pemberian prioritas kepada pejalan kaki, serta
penegakan terhadap vandalisme atau kerusakan yang bisa mengganggu
keamanan pengguna jalan.

Jadi pentingnya penegakan hukum terhadap jalan adalah untuk menjaga
keamanan dan ketertiban lalu lintas, serta memastikan bahwa infrastruktur
jalan dapat digunakan secara aman dan efisien oleh semua pengguna jalan.

2. Teori Efektivitas Hukum

Dalam kamus besar bahasa indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif
yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya,

dan membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku) dapat juga didefinisikan
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sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat yang ditimbulkan, manjur,
membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau
tindakan.Tingkat keberhasilan penegakan hukum merupakan bentuk dari
tingkat efektivitas hukum itu sendiri. Ketika kita ingin mengetahui tingkat
efektivitas dari hukum,maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh
mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.

Hukum berfungsi untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan
hukum. Optimalisasi untuk mencapai tujuan hukum tersebut memerlukan cara
dan strategi yang tersusun secara terstruktur dan detail. Hukum yang dimuat
dalam suatu peraturan perundang-undangan negara, akan berlaku sejak tanggal
diundangkannya peraturan tersebut. Saat mulai berlaku peraturan tersebut,
tentunya tidak semestinya berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan.
Penerapan hukum seringkali bertolak belakang dengan tingkah laku manusia
yang di kenal kepercayaan terhadap mitos tersebut sehingga terjadi
pelanggaran terhadapan peraturan yang sudah berlaku. Efektivitas Hukum
mejadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah
berlaku telah terlaksana atau belum dengan melihat mitos/mistis tersebut yang
dipercayai oleh masyarakat tersebut.*®

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja
hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap

hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum

15 Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi, Ramadja
Karya,Bandung,hal. 80.
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tersebut dapat berfungsi dengan sebaikbaiknya. Ukuran efektif atau tidaknya
suatu peraturan perundangundangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku
masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif
apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau
dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai
tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan
perundangundangan tersebut telah dicapai.®

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektifitas hukum yang dimana
berbicara tentang tentang Validitas hukum. Validitas hukum adalah norma-
norma hukum yang mengikat, masyarakat juga harus mematuhi dan
menerapkan norma-norma  hukum. Efektivitas adalah kemampuan
melaksanakan tugas, fungsi, dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang
tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas
hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas
dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya
merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai
dengan apa yang telah direncanakan.!’

Teori Efektivitas Soerjono Soekanto Hukum sebagai kaidah merupakan
patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir

yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan

16 Soerjono Soekanto,2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja
Grafindo Persada,Jakarta, hal.93
17 Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), him. 12.
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jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum
sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila
seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal
mencapai tujuanya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya
berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan
tujuannya atau tidak. 8

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifa-an”
pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban. Dengan kata
lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat
tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses
kegiatan.*®

Richard M Steers mengemukakan efektivitas adalah jangkauan usaha tertentu
suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu
untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber
daya itu serta tanpa mencari tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya.?

Berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, bahwa yang
dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan peraturan walikota adalah ukuran
pencapaian tujuan yang ditentukan pengaturannya dalam peraturan walikota.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas peraturan walikota diukur

18 Soerdjono. Benerapa Permasalahan, him 45.

19 Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung,
hlm. 85
20 Richard M Steers, 1985, Efektivitas Organisasai Perusahaan, Jakarta, Erlangga, him. 87.
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dari suatu target yang diatur dalam peraturan walikota, telah tercapai sesuai
dengan apa yang ditentukan lebih awal. Untuk mencapai tujuan tersebut maka
perlu diperhatikan hal-hal sebagi berikut: rumusan peraturan perundang-
undangan harus diterima oleh masyarakat, menjadi tujuan bersama masyarakat
yaitu cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan. Peraturan
walikota juga harus sesuai dengan suatu paham atau kesadaran hukum
masyarakat, harus sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, serta harus
mempunyai dasar atau tujuan pembentukan yang telah diatur sebelumnya dan
atau ditetapkan pada peraturan yang lebih tinggi kewenangan berlakunya.?

Oleh karena itu efektivitas hukum terhadap jalan sangat penting untuk
memastikan keselamatan dan keteraturan lalu lintas. Yang dimana akan
melibatkan penerapan hukum lalu lintas, penegakan aturan dan Pembangunan
infrastruktur yang aman. Langkah-langkah ini membantu mengurangi
kecelakaan, mengatur aliran lalu lintas, dan mendorong kepatuhan terhadap
peraturan jalan.
3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat
dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat
mewujudkan keadilan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu
memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu Tindakan

hukum tertentu. 22

21 Ari Yohan Wambrauw, 2013, Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Perpajakan dan
Retribusi Daerah dalam Memperoleh Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Supiori Provinsi
Papua, Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, him. 33-34

22 Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19
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Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa, hukum

itu telah dilaksanakan secara baik sehingga tidak menimbulkan kerugian apapun

bagi siapa saja, karena hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam menegakkan hukum ada tiga unsur

yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Adapun menurut Lon Fuller dalam beberapa asas yang harus dipenuhi oleh

hukum yaitu:

a.

b.

g.
h.

Hukum harus bersifat umum

Aturan yang harus di tetapkan oleh pihak berwenang harus diumumkan
kepada publik.

Pembuatan aturan tidak berlaku surut dan penerapannya harus di
minimalkan.

Hukum harus bisa di mengerti

Peraturan satu dan yang lainnya tidak boleh ada yang saling
bertentangan.

Hukum seharusnya tidak menuntut perilaku yang melebihi apa yang bisa
dilakukan.

Harus tetap relatif sepanjang waktu atau tidak boleh sering di ubah-ubah

Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Dari kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan

bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksaan hukum tersebut,

dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah
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perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu
berjalan.?

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua segi yang harus
dipahami, segi yang pertama adalah mengenai bepaalbaarheid atau dapat
dibentuknya hukum melalui beberapa hal yang sifatnya adalah konkret.
Artinya, pihak yang mencari keadilan dapat mengetahui bahwa hukum dalam
hal khusus sebelum memulai suatu perkara.

Semenatara segi kedua, kepastian hukum memiliki arti kemanan hukum.
Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu
perlindungan bagi beberapa pihak terhadap kesewenangan seorang hakim.
Melalui paradigma positivisme, Apeldoorn pun mengemukakan bahwa definisi
hukum haruslah melarang seluruh aturan yang ada dan mirip menyerupai
hukum, akan tetapi tidak memiliki sifat untuk memerintah atau perintah yang
berasal dari otoritas yang memiliki kedaulatan.

Kepastian hukum menurut Apeldoorn haruslah dijunjung dengan tinggi,
apapun akibatnya serta tidak ada alasan apapun untuk tidak menjunjung tinggi
kepastian hukum karena sesuai dengan paradigmanya, hukum positif dalam
kepastian hukum adalah satu-satunya hukum. 2

Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut,

maka dapat disimpulkan bahwa kepastian huku dapat mengandung beberapa

23 Lon L. Fuller, The Morality of Law (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964), hlm. 54-58
24 Apeldoorn, Teori Kepastian Hukum Menurut, (online), https://www.gramedia.com
[literasi/pengertian-kepastian-hukum/ diakses pada tanggal 2 Juni 2024.
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arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam
hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan
lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan. Hukum yang berlaku dan
telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini
pemerintah, harulah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan
sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan
hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut.

Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki
sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut
akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi
perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat
menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan
budaya yang ada pada masyarakat tersebut.

Kepastian hukum ini sangat berperan penting dalam penegakan aturan
terkait kerusakan jalan. Dengan hukum yang jelas dan ditegakkan secara
konsisten, maka masyarakat akan lebih cenderung mematuhi peraturan terkait
pemeliharaan jalan lalu mengurangi kemacetan dan kecelakaan dikarenakan

kerusakan terhadan jalan.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
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Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis yang
menjelaskan terhadap objek yang ingin diteliti, karena dalam penelitian ini
penulis akan langsung ketempat yang diteliti berkaitan dengan Peran
Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Memperbaiki Jalan Rusak Di
Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun
2004 Tentang Jalan.

2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini pada wilayah Kecamatan Payung Sekaki.

Beberapa kelurahan dan titik kerusakan jalan yaitu:

Tabel 1. 1

Lokasi Titik Kerusakan Jalan
No Kelurahan Titik Kerusakan Jalan
1 Kelurahan Labuhbaru Timur Jalan Meranti
2 Kelurahan Labuhbaru Barat Jalan Dharma Bakti
3 Kelurahan Tampan Jalan Rambutan
4 KelurahanBandarraya Jalan Sidodadi
5 KelurahanTirta Siak Jalan Pemudi Ujung Gang

Pemudi

6 Kelurahan Air Hitam Jalan Karya Indah

Sumber data primer tahun 2024
Alasan memilih lokasi penelitian karena pada wilayah Kecamatan Payung
Sekaki kurangnya pemeliharaan jalan dan lambatnya dalam memperbaiki
pengaksesan jalan tersebut.
3. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak penulis teliti, yang

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:
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1. Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, yang berjumlah 1
orang.
2. Kepala Bidang Tata Ruang Kota Pekanbaru, yang berjumlah 1
orang.
3. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
di Kecamatan Payung Sekaki, yang berjumlah 1 orang.
b. Sampel
Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan sebagai
responden, yang dimana dari sampel inilah data primer akan
diperoleh. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, yang berjumlah 1 orang.
2. Kepala Bidang Tata Ruang Kota Pekanbaru, yang berjumlah 1
orang.
3. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kecamatan Payung Sekaki, yang berjumlah 1 orang.
Penelitian ini menggunakan metode sensus yaitu penetapan sampel
dengan jumlah populasi yang ada. Adapun yang menjadi sampel penelitian

tertera pada table dibawabh ini:

Tabel 1. 2
Populasi dan Sampel
No Nama Populasi Sampel  Presentase
1 Ketua Komisi IV DPRD Kota 1 1 100%
Pekanbaru
2 Kepala Bidang Tata Ruang 1 1 100%
Kota Pekanbaru
3 Kepala Seksi Pembangunan 1 1 100%

dan Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Payung Sekaki
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Sumber data data primer tahun 2024

4. Sumber data
Penelitian yakni data yang terkait dengan Peran Pemerintah Derah Kota

Pekanbaru Dalam Memperbaiki Jalan Rusak Di Kecamatan Payung Sekaki

Berdasarkan Undang undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan :
a. Data Primer

Data ini yang diperoleh dari wawancara dan observasi di lapangan
dengan informasi dari pihak-pihak yang berhubungan pada tujuan
penelitian.
b. Data sekunder
Data yang diperoleh melalui kepustakaan dilakukan dengan
mempelajari berbagai literatur-literatur yang berkaitan dengan materi
penulis.
c. Data Tersier, yaitu data yang diperoleh dari kamus, jurnal, Wikipedia
dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.
5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini
menggunakan beberapa teknik sebagai berikut :

a. Observasi
Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mengamati langsung ke

lapangan terhadap objek penelitian
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b. Wawancara
Dimana penulis menggunakan metode Wawancara terstruktur dengan
dipandu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden dalam
wawancara.
c. Kajian Kepustakaan
Penulis akan mengkaji berbagai literatur/referensi yang berkaitan dengan
permasalahan dan untuk mendukung penelitian ini.
6. Analisi data
Dalam peneltian ini, analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu
mencatat hasil dengan menguraikan secara deskriptif (narasi) dari data yang
diperoleh. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode induktif yaitu cara
berpikir menarik kesimpulan dari suatu pertanyaan atau dalil yang bersifat khusus

menjadi sesuatu yang bersifat umum.
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BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis

lakukan maka Adapun kesimpulan yang dapat diuraikan oleh penulis adalah

sebagai berikut:

1.

Pelaksanaan terkait Peran Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru
Dalam Memperbaiki Jalan Rusak Di Kecamatan Payung Sekaki
Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang
Jalan, bahwa perlunya Pemerintah melakukan peninjauan kembali
agar dapat mengetahui apakah sudah terlaksana dengan baik dan
efektif mengenai jalan yang ingin di perbaiki. Lalu mengkoordinasi
kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
agar mengetahui sudah sejauh mana pengerjaan jalan tersebut, oleh
karena itu Pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi jalan yang
ada di Pekanbaru, karena Kota Pekanbaru merupakan Ibu Kota
central yang dimana dari kabupaten atau kota yang ada di provinsi
Riau dan khususnya jalan-jalan yang ada di setiap kecamatan.

Hambatan dalam pelaksanaan terkait Peran Pemerintah Daerah Kota
Pekanbaru Dalam Memperbaiki Jalan Rusak Di Kecamatan Payung
Sekaki Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang
Jalan, bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan-

perencanaan yang lebih tersusun lagi agar perencanaan itu dapat
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B. Saran

terlaksana dengan baik lalu mengkoordinasi setiap pihak-pihak yang
terkait lalu melakukan peninjauan kembali terhadap pemeliharaan
jalan, kerusakan jalan juga di akibatkan dari cuaca juga dapat
mempercepat kerusakan jalan yang baru diperbaiki. Dinas PUPR
Kota Pekanbaru memerlukan biaya yang cukup banyak karena
beberapa medan jalan yang diperbaiki adanya genangan air akibat
pengaliran yang terhambat baik itu terjadi secara berkala ataupun
terus menerus dan anggaran yang tidak memadai untuk memastikan
perbaikan jalan yang baik dan efektif di Kecamatan Payung Sekaki.
Dalam upaya perbaikan jalan rusak diperlukannya sinegritas antara
Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dengan masyarakat, pemerintah
dalam hal ini melalui Dinas PUPR Kota Pekanbaru berkoordinasi
dengan Walikota Pekanbaru agar jalan rusak tersebut dapat

diperbaiki dengan menambah jumlah anggaran yang ada.

1. Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru hendaknya mengimplementasikan

saran-saran sebagai berikut:

a.

b.

Melalukan perbaikan rutin dengan secepatnya
Transparansi mengenai rencana perbaikan jalan dan memberikan
informasi yang jelas termasuk anggaran yang dialokasikan lalu

jadwal pelaksanaanya
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C.

Meninjau kualitas material yang baik dan terkait pelaksanaan
pekerjaan perbaikan jalan dengan baik agar jalan tersebut dapat
bertahan lama sesuai dengan kualitasnya

Partisipasi masyarakat dapat memberikan masukan terkait prioritas
perbaikan yang diperlukan

Pengendalian Lalu lintas yang dimana selama prose perbaikan jalan,
pemerintah daerah sebaiknya menyediakan pengendalian lalu lintas
yang baik dan aman untuk mengurangi kemacetan dan risiko

kecelakaan

2. Kepada Dinas PUPR Kota Pekanbaru sebaiknya mengimplementasikan

saran-saran sebagai berikut:

a.

Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pekerjaan perbaikan
jalan yang dilakukan kontraktor untuk memastikan kualitas dan
ketepatan waktu pelaksanaannya.

Pengawasan rutin terhadap kondisi jalan secara berkala untuk
mencegah kerusakan lebih lanjut

Melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah terkait jalan
yang sudah diperbaiki agar pemerintah mengetahui perkembangan
dalam pengerjaan perbaikan jalan tersebut

Penggunaan material perbaikan yang berkualitas tinggi agar

memastikan ketahanan jalan yang lebih baik dalam jangka Panjang
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e. Edukasi masyarakat dengan melakukan sosialisasi kepada
masyarakat mengenai pentingnya pemeliharaan jalan dan peran
masyarakat dalam melaporkan kerusakan jalan

3. Kepada Kecamatan Payung Sekaki dengan melakukan Langkah-langkah
sebagai berikut:

a. Dengan melaporkan terkait jalan rusak kepada Dinas PUPR Kota
Pekanbaru agar memudahkan Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam
mengatasi kerusakan jalan

b. Dengan mengkoordinasi warga setempat agar melakukan gotong
royong bersama-sama untuk peduli terhadap kondisi jalan serta
mengawasi perbaikan jalan

c. Melakukan pemeliharaan rutin dengan menghimbau masyarakat
setempat agar menjaga jalan yang sudah diperbaiki dan tetap
terawatt dengan baik

d. Melakukan pantauan terhadap perkembangan jalan yang sudah
dilaporkan agar memastikan perbaikan jalan dilakukan secara tepat

waktu
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